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BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2z TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan keadaan mendesak berkaitan dengan Penanggulangan Hama Tikus dengan cara Gropyokan
Musim Tanam 2009 serta mengacu pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



Mengingat

13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 20009.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);




13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

|5.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);




20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;




Menetapkan

28.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor 05 Tahun 2008);

29.Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 97);

30.Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN

2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran [ dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2.0/ - 2009

PATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungaj ~aya
pada tanggal ..ueeceiereercevanees
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LAMPIRAN | - PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2009
TANGGAL c20-% - 2009
KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Nomor Urut URAIAN
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 10.138.590.000,00 10.138.590.000,00 0,00 0,00
1.1.1 Pajak Daerah 6.080.402.000,00 6.080.402.000,00 0,00 0,00
11.2 Retribusi Daerah 2.199.290.000,00 2.199.290.000,00 0,00 0,00
1.1.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.858.898.000,00 1.858.898.000,00 0,00 0,00
1,2 Dana perimbangan 426.063.501.000,00 426.063.501.000,00 0,00 0,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 32.048.561.000,00 32.048.561.000,00 0,00 0,00
123 Dana Alokasi Khusus 18.468.000.000,00 18.468.000.000,00 0,00 0,00
‘['3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 22541843487,00 22541843487,00 0,00 0,00
1.3.1 Hibah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00
1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 7.991.843.487,00 7.991.843.487,00 0,00 0,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 458.743.934.487,00 458.743.934.487,00 0,00 0,00




JUMLAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

Nomor Urut URAIAN
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
2 BELANJA DAERAH
21 Belanja Tidak Langsung 35.639.114.640,00 35.514.114.640,00 (125.000.000,00) (0,35)
211 Belanja Pegawai 5.428.624.640,00 5.428.624.640,00 0,00 0,00
212 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
21.4 Belanja Hibah 7.565.000.000,00 7.565.000.000,00 0,00 0,00
215 Belanja Bantuan Sosial 2.923.490.000,00 2.923.490.000,00 0,00 0,00
216 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
21.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa 18.522.000.000,00 18.522.000.000,00 0,00 0,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.200.000.000,00 1.075.000.000,00 (125.000.000,00) (10,42)
272 Belanja Langsung 171.485.319.625,00 171.610.319.625,00 125.000.000,00 0,07
2.2 Belanja Pegawai 13.396.902.900,00 13.521.902.900,00 125.000.000,00 0,93
222 Belanja Barang dan Jasa 57.979.943.900,00 57.979.943.900,00 0,00 0,00
223 Belanja Modal 100.108.472.825,00 100.108.472.825,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 207.124.434.265,00 207.124.434.265,00 0,00 0,00
Surplus/ (Deflsit)| 251.619.500.222,00 251.619.500.222,00 0,00 0,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3,1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00




JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Nomor Urut URAIAN
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
31.5 Penerimaan Kembaii Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3.16 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
3,2 Pengeluaran pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.21 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00
324 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Neto 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,000 0,00 /\ 0,00 0,00
PATI KUB
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU
NOMOR 2] Tanun 2009

TANGGAL 20 -5 -2008

AYA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi 1.20 .07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEN
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAR o EER— JELASAN
PERUBAHAN PERUBAHAN P i
1 2 3 4 5 6 7
120 1.2007 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 456.544.644.487,00 456.544.644.487,00 0,00 0,00
120 12007 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.939.300.000,00 7.939.300.000,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
120 12007 00 OO 4 2 DANA PERIMBANGAN 426.063.501.000,00 426.063.501.000,00 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
120 12007 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.541.843.487,00 22.541.843.487,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
120 12007 00 00 5 BELANJA DAERAH 68.358.143.037,00 68.233.143.037,00 (125.000.000,00) (0,18)
120 12007 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 63.745.043.837,00 63.620.043.837,00 (125.000.000,00) (0,20).
120 12007 00 00 5 1 BELANJA PEGAWAI 33.534.553 837,00 33.534.553.837,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
120 12007 00 00 5 1 BELANJA HIBAH 7.565.000.000,00 7.565.000.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
120 12007 00 00 5 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.923.490.000,00 2.923.4980.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
120 1.2007 00 00 5 1 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 18.522.000.000,00 18.522.000.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
PEMERINTAHAN DESA
120 12007 00 00 5 1 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.200.000.000,00 1.075.000.000,00| (125.000.000,00) (10,42)
120 12007 00 00 5 1 01 Belanja Tidak Terduga 1.200.000.000,00 1.075.000.000,00| (125.000.000,00) (10,42)
120 12007 00 00 5 1 01 01 Belanja Tidak Terduga 1.200.000.000,00 1.075.000.000,00 (125.000.000,00) (10,42)|Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- setelah perubahan berkurang
sebesar Rp. 125.000.000,- untuk Kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme Penganggu
Tanaman menjadi Rp. 1.075.000.000,- Untuk keperluan belanja tidak terduga
120 12007 o0 o0 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.613.099.200,00 4.613.099.200,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
SURPLUS / DEFISIT 388.186.501.450,00 388.311.501.450,00 | (125.000.000,00) 4
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
Urusan Pemerintahan 2.01 Pertanian
Organisasi 2.01 .01 Dinas Pertanian dan Peternakan
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
N
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH Eed E—— PENJELASAN
PERUBAHAN PERUBAHAN P g
1 2 3 4 5 6 7
2.01 20101 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 20101 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00] Tidak mengalami perubahan
201 20101 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.379.040.000,00 |  6.504.040.000,00 125.000.000,00 1,96
201 20101 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.856.851.000,00 |  1.856.851.000,00 0,00 0,00
201 20101 00 00 5 1 BELANJA PEGAWAI 1.856.851.000.00 1.856.851.000.00 0.00 0.00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.522.189.000,00 4.647.189.000,00 125.000.000,00 2,76
201 20101 o1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.051.900,00 267.051.900,00 0,00 0,00
201 20101 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 01 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 07 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00] Tidak mengalami perubahan
2.01 2.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 08 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,C0 1.500.000,00; 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.111.900,00 160.111.900,00 0,00 0,00
201 20101 01 10 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 160.111.900,00 160.111.900,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 o1 11 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
2.01 20101 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 15 § 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00! 15.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 17 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000 €00,00] 15.000.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 20101 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 18 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00: 55.000.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 20101 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 19.420.000,00 19.420.000,00 0,00 0,00
201 20101 01 19 5§ 2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.420.000,00 19.420.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.314.000,00 36.314.000,00 0,00 0,00
2,01 20101 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8.744.000,00 8.744.000,00 0,00 0,00
201 20101 02 07 5 2 BELANJA MODAL 8.744.000,00 8.744 000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan




y 2 3 4 5 6 A
201 20101 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 26.070.000,00 26.070.000,00 0,00 0,00
201 20101 02 09 5 2 3 BELANJA MODAL 26.070.000,00 26 070.00C.C 0,00 0,00|Tidak mengalam! perubanan
201 2.01.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
201 20101 02 30 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 0,00|Tidak mengalami perubahan
200 2.01.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
dan Keuangan
2.01 2.01.01 08 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
201 20101 06 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 20101 06 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 20101 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00! 0,00 0,00
201 20101 06 04 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 06 04 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
1.06 2.01.01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
1.06 20101 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
106 20101 22 03 5§ 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
121 2.01.01 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 486.430.000,00 486.430.000,00 0,00 0,00
121 20100 15 17 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 256.475.000,00 256.475.000,00 0,00 0,00
121 20101 15 17 § 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 256.475.000,00 256.475.000,00] 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
121 20101 15 20 Pengembangan Pembenihan / Pembibitan 229.955.000,00 229.955.000,00 0,00 0,00
121 20101 15 20 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 36.000.000,00! 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
121 20101 15 20 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 193.955.000,00 193.955.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 186 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 16 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 16 07 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 100.000.000,00| 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
201 20101 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 322.825.200,00 322.825.200,00 0,00 0,00
201 20101 17 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 322.825.200,00 322.825.200,00 0,00 0,00
201 20101 17 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
201 20101 17 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.100.200,00:! 10.100.200,00 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
201 20101 17 02 5 2 3 BELANJA MODAL 311.250.000,00 311.250.000,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
201 2.01.01 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian 958.650.000,00 1.083.650.000,00 125.000.000,00 13,04
201 20101 18 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian 958.650.000,00 958.650.000,00 0,00 0,00
201 20101 18 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 18 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.000 000,00 122.000.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
2.01 20101 18 02 5 2 3 BELANJA MODAL 833,500.000,00 833.500 000,00 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
201 20101 18 07 Gerakan Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00(Lokasi - Kabupaten Kubu Raya
201 20101 18 07 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 0,00 125.000 000,00 125.000.000,00 100,00|Sumber dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
201 20101 18 07 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 0,00 125 000.000,00 125.000.000,00 100,00
201 20101 18 07 5 2 1 02 03 Honorarium Petugas/Pekerja 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100.00|Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp
125.000.000,- Untuk keperluan honorarium petugas/pekerja
201 20101 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 466.553.800,00 466.553.800,00 0,00 0,00
201 20101 20 01 Pendataan Masalah Peternakan 52.592.400,00 52.592.400,00 0,00 0,00
201 20101 20 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
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201 20101 20 01 BELANJA BARANG DAN JASA 28 592.400,00 28.592.400.00 c.oe 0.00|Tidak mengalami perubahan
2.01  2.01.01 20 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 380.172.400,00 380.172.400,00 0,00 0,00
201 20101 20 02 BELANJA PEGAWAI 15.875.000.0C 15.875.000,00 0.00 0.00|Tidak mengalami perubahan
201 20101 20 02 BELANJA BARANG DAN JASA 212.497.400,00 212 497.400,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 201.01 20 02 BELANJA MODAL 151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
201 20101 20 04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 33.789.000,00 33.789.000,00 0,00 0,00
201 20101 20 04 BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00 21.000 000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 20 04 BELANJA BARANG DAN JASA 12.789.000,00 12.789 000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 966.864.100,00 966.864.100,00 0,00 0,00
201 20101 21 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak 20.212.500,00 20.212.500,00 0,00 0,00
201 20101 21 02 BELANJA BARANG DAN JASA 20.212.500,00 20.212.500,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 650.073.750,00 650.073.750,00 0,00 0,00
201 20101 21 03 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 7.500.000,00| 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 03 BELANJA BARANG DAN JASA 10.573.750,00 10.573.750,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 03 BELANJA MODAL 632.000.000,00 632.000.000,00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 07 Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 27.884.050,00 27.884.050,00 0,00 0,00
2.01 20101 21 07 BELANJA BARANG DAN JASA 27.884.050,00 27.884.050,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
201 201.01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan 238.542.500,00 238.542.500,00 0,00 0,00
201 20101 21 08 BELANJA PEGAWAI 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 08 BELANJA BARANG DAN JASA 59.877.500,00 59.877 500,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 201.01 21 08 BELANJA MODAL 169.290.000,00 169.290.000,00| 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
201 20101 21 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.151.300,00 30.151.300,00 0,00 0,00
201 20101 21 09 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00|Tidak mengalami perubahan
2.01 20101 21 09 BELANJA BARANG DAN JASA 6.151 300,00 6.151.300,00 0,00 0,00] Tidak mengalami perubahan
201 20101 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
201 2.01.01 23 04 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
201 2.01.01 23 04 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
201 2.01.01 23 04 BELANJA BARANG DAN JASA 43.000.000,00 43 000.000.00 0,00 0,00(Tidak mengalami perubahan
201 20101 24 Program Sistem Informasi / Data Base Pertanian 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 24 01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Pertanian (Statistik Pertanian) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
201 20101 24 01 BELANJA PEGAWAI 11.400.000,00 11.400.000,00| 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
201 2.01.01 24 01 BELANJA BARANG DAN JASA 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
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